Implementasi pilar ekonomi Komunitas ASEAN melalui Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA), berdampak pada masuknya dan keluarnya tenaga kerja bebas di bidang pariwisata antar negara-negara ASEAN. Untuk mempersiapkan berlakunya AEC, daerah-daerah di seluruh Indonesia tentu saja memiliki struktur dan infrastruktur secara administratif harus disiapkan sesuai dengan ketentuan Mutual Recognition Arrangement (MRA) yang telah disepakati. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kekuatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal sehingga mereka dapat bersaing dengan negara anggota ASEAN lainnya, seperti menciptakan peraturan baru (peraturan daerah) yang terkait dengan KEA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Sulawesi Selatan dalam mengantisipasi Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 (KEA) dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 di bidang kepegawaian pariwisata. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, ditempuh melalui penggambaran masalah yang diteliti dalam validitas data informan yang memberikan informasi. Data diolah dan dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kesiapan tenaga kerja pariwisata Sulawesi Selatan dalam menghadapi kekurangan kuantitas MEA memiliki tenaga kerja bersertifikat, lembaga sertifikasi, dan jumlah asesor. Secara kualitatif, peran pemerintah Sulawesi Selatan telah mengantisipasi pelaksanaan MEA melalui Perda No. 1 tahun 2011 yang berdampak pada peningkatan kualitas pariwisata. Kesempatan dalam menghadapi MEA yang relatif besar mendorong tenaga kerja pariwisata menyediakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi institusional yang besar sesuai dengan standar kerja yang disepakati dalam Mutual Recognition Arrangement (MRA) di MEA. Tantangannya karena kurangnya perhatian terhadap SKPD dalam proses sosialisasi dan percepatan sertifikasi profesional. 
regulations (local regulations) related to the AEC. The study aims to determine the readiness of the Government of South Sulawesi in anticipation of the 2015 ASEAN Economic Community (AEC) and identify factors driving and inhibiting in the face of the ASEAN Economic Community in 2015 in the field of tourism labor force. The method used is descriptive qualitative, pursued through the depiction of the issues
profesional, modal, dan basis produksi (Kemenlu RI, 2010 
